BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendapatan dan pengeluaran terhadap Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah, pemerintah daerah melakukan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun
Anggaran 2024,
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024 perlu diatur
dengan Peraturan Daerah;



Mengingat :

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 19357
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

L)



13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);



18.

19.

20.

.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
350);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor
107);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku
Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Nomor 232);

A



Menetapkan

26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Nomor 238, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :

a.

o

e
d
e.
f.
g

laporan realisasi anggaran,

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

. laporan operasional;

. laporan perubahan ekuitas;

neraca;

laporan arus kas; dan

. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud @m.am ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

(1). Pendapatan Daerah
(2). Belanja Daerah

Rp. 1.689.407.779.548,59
Rp. 1.683.532.251.791,26
5.875.527.757,33

Surplus/(Defisit) Rp



(3). Pembiayaan Daerah :

a. penerimaan Rp. 9.082.860.778,93
b. pengeluaran Rp 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 9.082.860.778,93
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 14.958.388.536,26
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1.

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp. 126.240.730.721,41) dengan rincian sebagai berikut :

a). anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.815.648.510.270,00
b). realisasi Rp. 1.689.407.779.548,59
selisih lebih/(kurang) (Rp. 126.240.730.721,41)
Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp. 141.210.716.478,74) dengan rincian sebagai berikut :
a). anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.824.742.968.270,00
b). realisasi Rp. 1.683.532.251.791,26
selisih lebih/(kurang) (Rp. 141.210.716.478,74)

Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 14.969.985.757,33 dengan rincian sebagai berikut :

a). surplus/defisit setelah perubahan Rp. 9.094.458.000,00
b). realisasi Rp. 5.875.527.757,33)

selisih lebih/(kurang) (Rp 14.969.985.757,33)




4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp. 11.597.221,07) dengan rincian sebagai berikut:
a). anggaran penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 9.094.458.000,00

b). realisasi Rp. 9.082.860.778,93
selisih lebih /(kurang) (Rp. 11.597.221,07)5
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp. 0,00) dengan rincian sebagai berikut :
a). anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00
b). realisasi Rp. 0,00
selisih lebih /(kurang) Rp. 0,00
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp. 11.597.221,07) dengan rincian sebagai berikut :
a). anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 9.094.458.000,00
b). realisasi Rp. 9.082.860.778,93
selisih lebih /(kurang) (Rp. 11.597.221,07)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk Tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal Rp. 9.094.458.089,93
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp. 9.082.860.778,93
c. sub total (a-b) Rp. 11.597.311,00
d. sisa lebih/kurang pembiayaan (SILPA/SIKPA) Rp. 14.958.388.538,26
e. sub total (c+d) Rp. 14.969.985.847,26
f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (Rp. 11.597.311,00)



g. lain-lain : Rp 0,00
h. saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember Tahun 2024 Rp 14.958.388.536,26

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2024 sebagai berikut :
a. kegiatan operasional

pendapatan - lo Rp. 1.515.433.938.307,59
beban Rp. 1.499.469.469.169,60
surplus/defisit dari operasi Rp. 15.964.469.137,99
b. kegiatan non operasional
surplus dari kegiatan non operasional lainnya — LO Rp 0,00
defisit dari kegiatan non operasional lainnya — LO Rp 0,00
surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya — LO Rp 0,00
c. pos luar biasa
beban luar biasa Rp. 1.573.802.500,00
surplus/defisit dari beban luar biasa (Rp. 1.573.802.500,00)
d. surplus/defisit - LO Rp. 14.390.666.637,99
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2024 sebagai berikut :

a. ekiutas awal Rp. 2.715.035.213.255,89



b. surplus/defisit - LO Rp. 14.390.666.637,99

c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp. 3.655.752.670,68
d. ekuitas akhir Rp. 2.733.081.632.564,55
Pasal 7
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :
a. Jumlah Asset Rp. 2.835.584.982.480,31
b. Jumlah Kewajiban Rp. 102.503.349.915,77
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.733.081.632.564,55
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun

2024 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024 Rp. 14.119.230.432,64
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 202.270.508.537,55
c. arus kas dari aktivitas aset non keuangan (Rp. 196.394.980.780,22)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00
e. arus kas dari aktivitas non anggaran (Rp. 4.253.064.321,83)

f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024 Rp. 31.754.497.105,73
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